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PENETAPAN
Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pal
A z
%\T)/SL’»)E‘*”M

AN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

dilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara
Srentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan
penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:
Mira Rahayu binti Heri Hermanto, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan
SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Basuki
Rahmat Lorong Basa Basi, Kelurahan Birobuli Utara, Kecamatan
Palu Selatan, Kota Palu, selanjutnya disebut Penggugat;
melawan,
Hamsal Zunadi bin Arnawadi, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan Sopir, tempat kediaman di Jalan Gawalise, Kelurahan
Balaroa, Kecamatan Palu Barat, Kota Palu, selanjutnya disebut
Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut.
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.
Telah mendengar keterangan Penggugat.
DUDUK PERKARA
Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05
Juni 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada hari
Jumat tanggal 05 Juni 2020 dengan register perkara Nomor
423/Pdt.G/2020/PA.Pal telah mengajukan gugatan yang berbunyi sebagai
berikut:.
1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah pada hari Senin
tanggal 17 Agustus 2015 M. bertepatan dengan tanggal 2 Zulgaidah 1436

H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan KUA Kecamatan
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ota Palu, sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah
/2015, tanggal 16 Oktober 2015;

enikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di

harmonis sebagaimana layaknya suami isteri, meskipun kadangkala
terjadi persoalan dalam rumah tangga namun masih dapat diatasi dan
diselesaikan dengan baik;

4. Bahwa ketidakharmonisan dalam rumah tangga mulai terjadi sejak bulan
awal Nopember 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terlibat
perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :

a. Tergugat memiliki hubungan dengan wanita lain dan
didapat oleh Penggugat;

b. Tergugat sering melakukan tindak KDRT terhadap
Penggugat seperti memukul Penggugat bila terjadi pertengkaran;
c. Tergugat juga ketahuan menggunakan obat-obatan
terlarang berjenis narkotika;

4. Bahwa puncak ketidakharmonisan tersebut terjadi pada Maret 2020,
dimana pada saat itu Penggugat dan Tergugat terlibat pertengkaran yang
disebabkan karena Tergugat dinasehati oleh Penggugat, namun Tergugat
tidak terima dan melakukan tindak KDRT terhadap Penggugat;

5. Bahwa akibat dari permasalahan tersebut sehingga mengakibatkan
Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak Maret 2020
sampai sekarang kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya;

6. Bahwa dengan kedaan sebagaimana tersebut di atas, Penggugat merasa
sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan
pernikahan dengan Tergugat;
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prkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon
a Pengadilan Agama Palu cg. Majelis Hakim yang

|

H ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

agatan Penggugat ;

talak satu bain shugra Tergugat (Hamsal Zunadi bin

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan Agama Palu berpendapat lain, mohon putusan yang

seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang
menghadap sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak hadir di
persidangan;

Bahwa ternyata kehadiran Penggugat di persidangan bukan untuk
melanjutkan perkaranya hamun untuk mencabut perkaranya dan selanjutnya
mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut perkaranya, maka proses
pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi
dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara
persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.
PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah
ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedang Tergugat tidak

hadir di persidangan;
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setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam
perkara ini harus diperhitungkan ;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan
sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah
diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang
Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor
50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan
dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut

perkaranya;

2. Menyatakan perkara Nomor 423/Pdt.G/2020/PA.Pal. tanggal

05 Juni 2020 dicabut;

3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya

perkara sebesar Rp296.000.- ( dua ratus Sembilan puluh enam ribu

rupiah ).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang
dilangsungkan pada hari Kamis, tanggal 18 Juni 2020 Masehi, bertepatan
dengan tanggal 26 Syawal 1441 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Nur Alam
Baskar sebagai Ketua Majelis, Drs. M. Taman dan Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.
masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam

sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi
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Ketua Majelis,

Drs. M. Taman Dra. Hj. Nur Alam Baskar

Dra. Hj. St. Sabiha, M.H.
Panitera Pengganti,

Shiyamus Shidqi, S.HI., M.H.

Perincian biaya :

Pendaftaran : Rp 30.000,00
ATK Perkara :Rp 60.000,00
Panggilan *Rp  160.000,00

- PNBP :Rp 30.000,00

- Redaksi :Rp 10.000,00
- Meterai :Rp 6.000,00
Jumlah :Rp  296.000,00

( dua ratus Sembilan puluh enam ribu rupiah).

Salinan Sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Palu

Panitera
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